
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin
Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tunjangan Peru mahan
Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

a. bahwa memperhatikan Laporan Akhir Lembaga Penelitian
dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung
Man gku rat Banjarmasin tentang Kajian Tunjangan
Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2020 dimana terjadi perubahan
satuan standar harga atas Tunjangan Perumahan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
maka perlu dilakukan penyesuaian;

Menimbang

WALlKOTABANJARMASIN,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERUBAHANATASPERATURANWALlKOTABANJARMASINNOMOR 38
TAHUN2020 TENTANGTUNJANGAN PERUMAHANBAGI PIMPINAN

DANANGGOTADEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH

TENTANG

PERATURAN WALlKOTA BANJARMASIN
NOMOR' 4~ TAHUN 2021

WALlKOTABANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTANSELATAN



PERATURANWALlKOTATENTANGPERUBAHANATAS
PERATURANWALl KOTA BANJARMASINNOMOR 38
TAHUN2020 TENTANGTUNJANGANPERUMAHANBAGI
PIMPINANDANANGGOTADEWANPERWAKILANRAKYAT
DAERAH.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 .Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor
3);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2017 Nomor 8 );



~
MUKHYAR

BERITADAERAHKOTABANJARMASINTAHUN2021 NOMOR....~.~

PIt. SEKRETARlSDAERAHKOTABANJARMASlN,

diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 2:2 Juli 2( 2"'

lBNU SINA

WALlKOTABANJARMASIN,

ditetapkan diBanjarmasin
pada tanggal ~2 Juli 2C21

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II

(2)Pengenaan pajak PPh Pasal21 untuk Tunjangan Perumahan dibebankan
kepada yang bersangkutan.

(1)Penetapan besarnya tunjangan peru mahan bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD adalah sebagai berikut:
a. Tunjangan Perumahan untuk Ketua DPRD adalah sebesar Rp.

16.000.000,- (enam belas juta rupiah) perbulan;
b. Tunjangan Perumahan untuk setiap Wakil Ketua DPRD adalah

sebesar Rp. 15.500.000,- (ima belas juta lima ratus ribu rupiah)
perbulan; dan

c. Tunjangan Perumahan untuk Setiap Anggota DPRD adalah sebesar
Rp. 15.000.000,- (lima belasjuta rupiah) perbulan.

Pasal3

Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor
38 Tahun 2020 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2020 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

Pasal I


